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[<b>ABSTRAK</b><br>

Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi

fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada

pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada

indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain

itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan

dan ketimpangan.

Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun,

sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat.

Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai.

Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi

fiskal.

Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir.

Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap

kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada

pembangunan.

<hr> <b>ABSTRACT</b><br>

The aim of this research is to examine the effect of fiscal decentralization on inter-provincial of poverty and

inequality in Indonesia. The analysis uses a panel data of 32 provinces in Indonesia for the period 2006 ?

2012. Different types of fiscal decentralization indicator are used to examine the potential effect of fiscal

decentralization on poverty and inequality. The result from panel data estimation shows that fiscal

decentralization has different effect on poverty and inequality. Fiscal decentralization with revenue approach

as the indicator (FD1) seems to have negative significant relation, where increase on revenue lead to

decrease poverty. It is similar to the effect of fiscal decentralization on comparison of expenditure and

growth approach. In contrast, approaching on expenditure cannot explain its relationship due to insignificant

result.

Furthermore, the effect fiscal decentralization on inequality is also mixing. According to fiscal

decentralization indicator 1 and 2, it shows positive effect but insignificant. It means that increasing on both

revenue and expenditure cannot precisely effect on inequality. It is different with the effect on fiscal

decentralization indicator 3 that its increasing tends to increase inequality. Moreover, the analysis using

deficit rate notices that it cannot explain the effect on poverty and inequality.

The case study of Nusa Tenggara Provinces shows that during fiscal decentralization poverty is decreasing,

while the inequality is fluctuates and tend to increase.;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
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pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini

menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator

desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap

kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal

memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan

pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada

pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan

pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak

bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan.

<hr>

;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan
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Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil

yang tidak signifikan.

Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi

fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada

pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada

indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain

itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan

dan ketimpangan.
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Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi
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Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir.

Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap

kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada

pembangunan.]


